
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 

59 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang 

Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota 

dan Wakil Walikota Tahun 2024; 

b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana yang 

dituangkan dalam Berita Acara Nomor 222/PL.02.5- 

BA/ 5101/2/2024 tanggal 22 November 2024, Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana telah 

menetapkan Kantor Akuntan Publik yang memenuhi 

persyaratan dan hasil seleksi untuk melakukan audit 

Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana 

Tahun 2024; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Kantor 

Akuntan Publik untuk Audit Laporan Dana 

Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati 

dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024; 

Menimbang 

KETUA KOMIS! PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA, 

KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA 

NOMOR 569 TAHUN 2024 

TENT ANG 

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT LAPORAN 

DANA KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI 

DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024 
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1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang­ 

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga 

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi 

Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6547); 

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/ J asa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/ J asa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 ten tang Tata Kerja Komisi Pemilihan Um um, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 

Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 377); 

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 

Mengingat 
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MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

JEMBRANA TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN 

PUBLIK UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE 

PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN 

WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024. 

Menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan 

Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

ten tang Pedoman Pengadaan Barang/ J asa yang 

Dikecualikan pada Pengadaan Barang/ Jasa 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 487); 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 

2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan 

Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 

2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 

Nomor 60); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan 

Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569); 

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 

Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana 

Kampanye Peserta Pemilihan Gubemur dan Wakil 

Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota 

dan W akil W alikota; 

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 

Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan 

Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan 

Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; 
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I KETUT ADI SANJAYA 

ttd. 

KETUA KOMIS! PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN JEMBRANA, 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT 
KOMIS! PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN JEMBRANA 

Ditetapkan di Negara 
pada tanggal 22 November 2024 

KE LIMA 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2024 

yang dikelolaa oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Jembrana Tahun 2024. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

KEEMPAT 

KEDUA Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagaimana dimaksud 

dalam Dikturn KESATU mempunyai tugas, tanggung 

jawab, dan kewenangan untuk melakukan audit terhadap 

Laporan Dana Kampanye dari Pasangan Calon Peserta 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 

2024 dengan berpedoman pada Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang 

Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana 

Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan 

Wakil Walikota, serta ketentuan peraturan perundang­ 

undangan terkait yang berlaku. 

Masa kerja Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagaimana 

dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA 

sejak ditetapkan sampai dengan tahap pengumuman hasil 

audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 

2024. 

KETIGA 
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I KETUT ADI SANJAYA 

ttd. 

KETUA KOMIS! PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN JEMBRANA, 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT 
KOMIS! PEMILIHAN UMUM 
KABUPATENJEMBRANA 

~~~· a Subbagian Teknis 
~araan Pemilu, Partisipasi 

...,._..,..,.~,u,F,an Masyarakat, 

No. NamaKAP Nama Pimpinan Ijin Usaha Alam at Nomor Jumlah Tugas Audit Telepon Auditor 
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) 

1. Kantor Akuntan Publik Drs. Made Mertha, M.Si., Ak., Keputusan Menteri J alan Drupadi XIV (0361) 4 (empat) Laporan Dana 
TJAHJO MACHDJUD CA., CPA. Keuangan Nomor Nomor 3 Denpasar 4745880 Orang Kampanye Pasangan 
MODOPURO & REKAN 79/KM.1/2019 Timur 80235 Bali Calon Nomor Urut 1 

tanggal 14 Februari 2019 (Satu) 

2. Kantor Akuntan Publik Putu Budi Anggiriawan, S.E., Keputusan Menteri J alan Padang (0361) 4 (empat) Laporan Dana 
KETUT BUDIARTHA DAN M.Si., CPA., ASEAN CPA. Keuangan Nomor Mekar II Nomor 22 9078774 Orang Kampanye Pasangan 
ANGGIRIAWAN 321/KM.1/2019 Padangsambian Calon Nomor Urut 2 

tanggal 1 Juli 2019 Denpasar Bali (Dua) 

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON 
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024 

LAMPIRAN 
KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA 
NOMOR 569 TAHUN 2024 
TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT 
LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA 
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024 
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